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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  204/PMK.05/2020 

TENTANG 

PILOTING PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  

MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa agar pembayaran untuk pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilaksanakan 

secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, perlu 

melakukan penyederhanaan dan modernisasi terhadap 

tata cara pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara melalui optimalisasi 

pemanfaatan teknologi informasi berupa Platform 

Pembayaran Pemerintah (Government Payment Platform); 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan 

kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Piloting Pembayaran 
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dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah;  

   

Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952);  

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6267);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6400); 

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

   

MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PILOTING 

PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Platform Pembayaran Pemerintah (Government Payment 

Platform) yang selanjutnya disebut Platform adalah 

interkoneksi sistem antara core system dengan sistem 

pendukung, sistem mitra, dan sistem monitoring dalam 

rangka pelaksanaan pembayaran pemerintah.  

2. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian 

negara/lembaga pemerintah non kementerian 

negara/lembaga negara. 
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3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah 

unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga yang 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan 

anggaran. 

5. Pengadaan Sederhana adalah pengadaan barang/jasa 

dengan nilai paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) melalui pengadaan langsung, 

penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing. 

6. Pengelola Platform adalah unit kerja di bawah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas untuk 

mengelola Platform. 

7. Core System adalah sistem utama pembayaran yang 

disediakan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

8. Sistem Pendukung adalah sistem yang dikelola dan 

digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dan/atau 

sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan. 

9. Sistem Mitra adalah sistem yang dimiliki oleh selain 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian 

Negara/Lembaga. 

10. Sistem Monitoring adalah sistem aplikasi yang dikelola 

oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk 

melaksanakan monitoring dan evaluasi. 

11. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang 

selanjutnya disingkat SPAN adalah bagian dari sistem 

pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan 

proses bisnis dan sistem informasi manajemen 

perbendaharaan dan anggaran negara terkait manajemen 

daftar isian pelaksanaan anggaran, penyusunan 

anggaran, manajemen kas, manajemen komitmen, 

manajemen pembayaran, manajemen penerimaan, dan 

manajemen pelaporan. 
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12. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang 

selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang 

digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem 

perbendaharaan dan penganggaran negara pada instansi 

pemerintah meliputi antara lain modul penganggaran, 

modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, 

modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, serta 

modul akuntansi dan pelaporan. 

13. Aplikasi Gaji Berbasis Web yang selanjutnya disebut 

Aplikasi Gaji adalah program aplikasi komputer berbasis 

web yang disediakan oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan dan digunakan untuk melakukan 

pengelolaan administrasi belanja pegawai bagi pegawai 

Aparatur Sipil Negara pusat, prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. 

14. Aplikasi DIGIT adalah aplikasi yang dibangun oleh 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang digunakan 

sebagai penyedia layanan otentikasi Single Sign On (SSO) 

dan dapat terhubung dengan platform aplikasi lain 

sebagai client. 

15. Aplikasi Kepegawaian adalah sistem informasi 

pengelolaan data sumber daya manusia yang dikelola 

oleh Kementerian Negara/Lembaga. 

16. Aplikasi Perjalanan Dinas adalah aplikasi yang 

digunakan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

perjalanan dinas. 

17. Sistem Belanja Bantuan Sosial adalah sistem aplikasi 

yang dipergunakan dalam pengelolaan belanja bantuan 

sosial oleh Kementerian Negara/Lembaga. 

18. Sistem Belanja Bantuan Pemerintah adalah sistem 

aplikasi yang dipergunakan dalam pengelolaan belanja 

bantuan pemerintah oleh Kementerian Negara/Lembaga. 

19. Pihak Mitra adalah penyelenggara sistem elektronik yang 

memiliki dan/atau mengelola Sistem Mitra. 

20. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan 

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 


